SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Serang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016, namun dalam
perkembangannya Perangkat Daerah di Kabupaten Serang
perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan tetap
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Serang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali
Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan ...
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor S5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2016 Nomor 05);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
DAN
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai
berikut :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Serang merupakan Sekretariat DPRD tipe A;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Serang merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
d. Dinas Daerah Kabupaten Serang, terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Kesehatan;

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A melaksanakan wurusan
pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

3. Dinas Sosial tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

4. Dinas Tenaga ...
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. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Perhubungan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Perhubungan;

. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil Menengah, bidang Perdagangan, dan bidang
Perindustrian;

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata tipe B melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan bidang Pariwisata;

. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Dinas Lingkungan Hidup tipe A melaksanakan urusan pemerintahan
bidang Lingkungan Hidup;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan tipe B
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman serta sub urusan pemerintahan tata bangunan;

Satuan Polisi Pamong Praja tipe B melaksanakan urusan pemerintahan
bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang
Pertanahan;

Dinas Pertanian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Pertanian;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A, melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Pangan dan Perikanan;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tipe B, melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tipe B,
melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika,
statistik dan persandian.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi
penunjang, perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian, dan
pengembangan,;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B,
melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang
pendidikan dan pelatihan;

Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi
penunjang bidang Keuangan;

f. Kecamatan ...



f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Kramatwatu tipe A;
Kecamatan Waringin Kurung tipe A;
Kecamatan Bojonegara tipe A;
Kecamatan Pulo Ampel tipe A;
Kecamatan Ciruas tipe A;
Kecamatan Kragilan tipe A;
Kecamatan Pontang tipe A;

Kecamatan Tirtayasa tipe A;

N U I

Kecamatan Tanara tipe A;

—_
o

. Kecamatan Cikande tipe A;

—
—

. Kecamatan Kibin tipe A;

—_
N

. Kecamatan Carenang tipe A;

—_
W

. Kecamatan Binuang tipe A;

—
N

. Kecamatan Petir tipe A;

—_
Ul

. Kecamatan Tunjung Teja tipe A;

—_
o

. Kecamatan Baros tipe A;

—
\]

. Kecamatan Cikeusal tipe A;

—_
oo

. Kecamatan Pamarayan tipe A;

—_
O

. Kecamatan Bandung tipe A;

N
o

. Kecamatan Kopo tipe A;

N
—

. Kecamatan Jawilan tipe A;

N
N

. Kecamatan Ciomas tipe A;

N
w

. Kecamatan Pabuaran tipe A;

N
N

. Kecamatan Gunungsari tipe A;

N
ul

. Kecamatan Padarincang tipe A;

N
o)

. Kecamatan Anyer tipe A;

N
Ny

. Kecamatan Mancak tipe A;

N
oo

. Kecamatan Cinangka tipe A; dan

N
Ne)

. Kecamatan Lebak Wangi tipe A.

Pasal 10

(1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan
bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai
penanggulangan bencana.

(2) Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pengisian kepala perangkat
daerah dan kepala unit kerja dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang
sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan
ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 11 ...
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Pasal 11
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja
sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
umum diundangkan;

b. Organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah tetap berlaku
sampai dengan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Organisasi dan
Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Daerah diundangkan;

c. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana huruf a dan
huruf b, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH
Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI
LEMBARAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  SERANG, BANTEN
(10,57/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd
SUGIHARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008




PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG

UMUM

Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Serang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang
Nomor 11 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya Perangkat Daerah
di Kabupaten Serang berdasarkan hasil evaluasi dan untuk
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan
menyesuaian dan perubahan dengan tetap berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Daerah  Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan, maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Serang dalam  membentuk = perangkat  daerahnya
mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan
keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib
dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah. Oleh karena
itu perangkat daerah yang terbentuk terbagi dalam 3 (tiga) tipelogi yaitu A,
B dan C. Tipelogi tersebut ditentukan berdasarkan pada hasil pemetaan
urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota).

Arah kebijakan pembentukan dan penataan susunan perangkat
daerah dalam peraturan daerah ini diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, pembangunan dan peran serta masyarakat sesuai dengan
visi misi Kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016 -
2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 69



